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ABSTRAK 

 

AYU HASBIYANTI. Strategi Penangnan Kasus Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di 

Kota Makassar (dibimbing oleh Mappamiring dan Andi Rosdianti Rasak). 

 Strategi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga bertujuan untuk 

memberikan solusi, ide maupun saran kepada para masyarakat yang tengah 

menghadapi masalah dalam ruah tangga dan memberikan pembelajaran yang baik 

di ruang lingkup masyarakat. 

 Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 

orang, termasuk Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Kabid Perlindungan Perempuan, Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Kabid Tim 

Reaksi Cepat dan tokoh masyarakat yang di tentukan secara purposive. 

Penggumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan kasus kekerasan 

dalam rumah tangga sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 

ketentuan-ketentuan yang ada, baik itu komunkasi, informasi, edukasi, advokasi 

dan sosialisasi. 

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pemberdayaan Perempuan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Sejak dilahirkan ke dunia, manusia sudah mempunyai kecenderungan 

untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. 

Hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui ikatan 

perkawinan untuk membentuk sebuah rumah tangga (keluarga). Perkawinan 

adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan 

hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan 

kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain, dalam 

kehidupan ini setiap manusian tentunya sangatlah membutuhkan yang 

namanya rasa kasih sayang dan seorang teman dan untuk memenuhi hal 

tersebut maka peran seorang pasangan sangatlah dibutuhkan. 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap 

pasangan yang telah menikah tentunya menginginkan kehidupan yang 

bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan 

rumah tangga sangat diperlukannya pengendalian diri dan kualitas perilaku 

yang baik dari setiap anggota keluarga dan setiap pasangan dalam 

membentuk sebuah keluarga (suami isteri) wajib saling cinta mencintai, 

hormat-menghormati, saling membantu dan saling sayang. 
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     Secara umum untuk membentuk sebuah rumah tangga diperlukannya rasa 

tanggungjawab yang tinggi sehingga hal tersebut dapat membuat rumah 

tangga menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga serta 

menciptakan keluarga yang bahagia.Strategi adalah pendekatan secara 

keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan 

eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan secara 

efektif dan efesien. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang 

diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima yang 

biasanya digunakan dalam peperangan.  Secara umum strategi merupakan 

tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, 

serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh 

para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu 

dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. 

     Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), strategi merupakan ilmu 

dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa-bangsa untuk 

melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai, ilmu dan seni 

memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh dalam perang, dalam 

kondisi yang menguntungkan: sebagai komandan ia memang menguasai 

betul -- seorang perwira di medan perang, rencana yang cermat mengenai 

kegiatan untuk mencapai sasaran khusus dan tempat yang baik menurut siasat 

perang. 

     Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang 

paling banyak dialami oleh perempuan di Indonesia.  Dimana Kekerasan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
https://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://definisimu.blogspot.com/2012/10/definisi-bahasa.html


 
 

3 
 

dalam rumah tangga (KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah 

tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap 

keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Dalam ruang lingkup 

KDRT,  perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, 

dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum 

dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum 

perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban 

justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah 

tangga itu.  

      Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan 

darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan 

anak bahkan pembatu rumah tangga yang tinggal dalam sebuah rumah 

tangga. Tidak semua tindakan KDRT dapat ditangani secara tuntas karena 

korban sering menutup-nutupi dengan alasan ikatan struktur budaya, agama, 

dan belum dipahaminya sistem hukum yang berlaku. Padahal perlindungan 

oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap 

korban serta menindak pelakunya. 

Komisi Nasional (Komnas) Perempuan memaparkan catatan tahunan 

tentang kekerasan terhadap perempuan menunjukkan peningkatan jumlah 

kasus secara konsisten dan signifikan.  Di Indonesia secara legal formal, 

ketentuan ini dimulai sejak tahun 2004. Misi dari Undang-Undang ini adalah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suami
https://id.wikipedia.org/wiki/Istri
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik
https://id.wikipedia.org/wiki/Seksual
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologis
https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan
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sebagai upaya, ikhtiar penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 

Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah 

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam 

rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Namun, walaupun 

adanya perlindungan hukum bagi kaum perempuan yang mengalami tindak 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No.23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada pasal 11 

pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam 

rumah tangga dan pasal 12 (1) untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 11, pemerintah: (a) merumuskan kebijakan tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (b) menyelenggarakan 

komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga; 

(c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi tentang kekerasan dalam 

rumah tangga; (d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitive 

gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan 

akreditas pelayanan yang sensitive gender. (2) Pelaksanaan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh mentri. (3) Mentri dapat 

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Tetapi, masih saja sering terjadi 

tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan 

khususnya seorang istri dari suaminya sendiri. Begitupun dengan ungkapan 

Tenri A Palallo selaku kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
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Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, yang mengatakan bahwa “kami 

hampir setiap hari mendapat laporan dan menemukan kasus kekerasan 

terhadap perempuan maupun anak didalam keluarga”, ungkapan Tenri, Senin 

(11/10/2016). 

     Dari lembaga pemberdayaan perempuan Makassar atau Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, 

menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 

tangga seperti penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta 

pembunuhan yang mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terjadi 

beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan 

kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi 

Nasional (Komnas) perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik 

terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang megakibatkan 

korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Angka kekerasan 

terhadap perempuan di kota Makassar terbilang banyak, terhitung tahun 2012 

terdapat 140 kasus pengaduan diantara terdapat 22 kasus kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) . (Tribun Timur,Selasa, 11/2012,hal:11).  

Adapun data yang diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar adalah jumlah laporan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam kategori dewasa yang terjadi 

di Kota Makassar pada tahun 2015 sebanyak 547 kasus dan pada tahun 2016 

sebanyak 896 kasus. Dan pada tahun 2017 sampai dengan 2018, Kota 

Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
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(DPPPA) telah menangani kasus serupa hingga ratusan kasus. (data dari 

kantor P2TP2A, Kamis, 16/2019). 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar” 

B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

peneliti ini adalah: Bagaimana Strategi Pemerintah dalam penanganan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) di Kota Makassar? 

C. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui strategi pemerintah dalam penanganan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada dinas pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak (DPPPA) Kota Makassar. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Praktis  

a. Penulis skripsi ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada 

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DPPPA) didalam memberikan pelayanan yang baik terhadap 

masyarakat. 

b. Bagi masyarakat sebagai pelapor diharapkan mampu menjadikan 

bahan masukan didalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan 
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yang diberikan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak (DPPPA) didalam memberikan pelayanan yang 

baik terhadap masyarakat. 

2. Manfaat Akademik 

a. Diharapkan mampu menambah pengetahuan tentang bagaimana 

strategi pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah 

tangga (kdrt) 

b. Penulis skripsi ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan terhadap 

para peneliti lain yang berfokuskan penelitian terhadap masalah yang 

sama dengan yang difokuskan pada penulisan skripsi ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Strategi 

1. Pengertian Strategi 

Kata strategi berasal dari bahasa yunani “strategos”, yang berasal dari 

kata sratos yang berarti militer dan Ag yang artinya memimpin. Strategi 

dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship atau suatu yang 

dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukan 

musuh dan memenangkan peran. Kata strategi secara harfiah berarti seni 

perang jenderal. Secara khusus, strategi adalah penempaan misi perusaaan, 

penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan eksternal dan 

internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk mencapai sasaran 

dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran 

utama organisasi akan tercapai. 

Oxford English Dictionary memperkuat pernyataan bahwa strategi dalam 

konteks bahasa lebih dekat dengan bidang kemiliteran. Strayegy menurut 

Oxford English Dictionary mengandung arti sebagai “the art of commander-

in-chief: the art of projecting and directing the larger military movements 

and operations of a campaign” yang memiliki terjemahan bebas antara lain 

“seni seorang panglima tertinggi: seni memproyeksikan dan mengarahkan 

gerakan-gerakan yang lebih besar dari militer dan pengoperasian suatu 

kampanye”. 
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Arti kata ini sekilas menunjukkan rasional yang lemah dengan penggunaan 

dalam bisnis dan manajemen.  

Strategi didefinisikan sebagai semuan keputusan pada sasaran bisnis dan 

pada cara untuk mencapai sasaran tersebut menurut Amstrong (dalam Tritong 

2007:14). Strategi adalah penetapan tujuan dasar jangka panjang dan sasaran 

perusahaan, dan penerapan serangkaian tindakan, serta alokasi sumber daya 

yang penting untuk melaksanakan sasaran ini dengan sekumpulan pilihan 

dasar atau kritik mengenai tujuan dan cara dari bisnis. Stategi memperhatikan 

dengan sungguh-sungguh arah jangka panjang dan cakupan organisasi.  

Strategi juga secara kritis memperhatikan dengan sungguh-sungguh posisi 

organisasi itu sendiri dengan memperhatikan lingkungan dan secara khusus 

memperhatikan pesaingnya. Stategi memperhatikan secara sungguh-sungguh 

pengadaan keunggulan kompetitif, yang secara ideal berkelanjutan sepanjang 

waktu, tidak dengan manuver teknis, tetapi dengan menggunakan perspektif 

jangka panjang secara keseluruhan. 

Strategi adalah prioritas atau arah keseluruhan yang luas yang diambil 

oleh organisasi atau Strategi adalah pilihan-pilihan tentang bagaimana cara 

terbaik untuk mencapai misi organisasi. Dalam bidang manajemen defenisi 

mengenai straegi cukup beragam dan bervariasi dari beberapa ahli dan 

pengarang. Menurut Gerry Johnson dan Kevan Scholes (dalam Jemsly 

2006:18) mendefenisikan strategi sebagai arah dan cakupan jangka panjang 

organisasi untuk mendapatkan keunggulan melalui konfigurasi sumber daya 
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dalam lingkungan yang berubah untuk mencapai kebutuhan pasar dan 

memenuhi harapan pihak yang berkepentingan (stakeholder). 

Sedangkan menurut Glueck dan Jauch (dalam Sedaryamayanti:2014) 

startegi adalah rencana yang disatukan luas dan berintergrasi yang 

menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan 

lingkungan, dirancang untuk memastikan tujuan utama dari perusahaan dapat 

dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Strategi adalah pola 

tindak manajemen untuk mencapai tujuan badan usaha sedangkan 

Manajemen semula juga pemilik badan usaha yang memiliki filsafat tertentu.   

Selanjutnya defenisi strategi menurut Hamel dan Prahalad ( Husain 

Umar:2001) adalah merupakan tindakan yang bersifat Incremental 

(Senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut 

pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. 

Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yan dapat terjadi da 

bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang 

baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti ( core 

competencies). 

1. Tahap penyusunan strategi 

Penyusunan strategi memerlukan tahapan-tahapan tertentu untuk 

dipenuhi. Berdasarkan rumusan pengertian dari definisi-definisi startegi 

yang telah dijelaskan, maka sedikitnya ada enam tahapan umum yang 

perlu diperhatikan dalam merumuskan suatu strategi, yaitu: 
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a. Seleksi yang mendasar dan kritik terhadap permasalahan. 

b. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategis. 

c. Menyususn perencanaan tindakan (action plan). 

d. Menyusun rencana penyumberdayaan. 

e. Mempertimbangan keunggulan. 

f. Mempertimbangkan keberlanjutan. 

Untuk menghindari keracunan, perlu diperhatikan bahwa sampai 

bagian ini pembahasan masih terbatas mengenai startegi dan belum 

mencapai wilayah pembahasan manajemen strategi. Dengan memahami 

tahapan umum yang ada dalam menyusun suatu strategi, maka akan lebih 

mudah di dalam melakukan manajemen atas strategi itu sendiri.  

2. Tingkatan strategi 

Untuk membedakan hakikat, ciri, bentuk dan sifat ketiga tingkat  

strategi tersebut “rumus” yang dapat digunakan ialah bahwa pada tingkat 

korporasi, strategi bersifat menyeluruh atau “holistik”, pada tingakat 

bidang bisnis bersifat “departemenal” sedangkan pada tingkat fungsional 

bersifat “incremental” Terdapat tiga tingkatan strategi (Sondang p 

Siagian:2000),  yaitu : 

1. Strategi tingkat korporasi 

2. Strategi tingkat bidang satuan bisnis 

3. Strategi tingkat funsional. 
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Strategi pada tingkat korporasi dirumuskan dan ditetapkan oleh 

kelompok orang yang menduduki jabatan manajemen puncak. Strategi 

yang dirumuskan mencakup semua kegiatan organisasi, termasuk beraneka 

bidang bersifat bisnis yang ditangani dan semua kegiatan yang bersifat 

fungsional. 

Strategi pada tingkat satuan bisnis dirumuskan dan ditetapkan oleh 

para manajer yang diserahi tugas dan tanggung jawab oleh manajemen 

puncak untuk mengelolah bisnis yang bersangkutan. Salah satu prinsip 

mendasar yang harus dipegang teguh oleh para manajer bidang bisnis ialah 

bahwa strategi  yang mereka rumuskan dan tetapkan harus digali dan 

ditingkatkan dan strategi korporasi yang dirumuskan dan ditetapkan oleh 

manajemen puncak. 

Strategi pada tingkat fungsional bersifat incremental karena para 

penanggung jawabnya “hanya” bertanggung jawab untuk merumuskan dan 

menetapkan strategi yang menyangkut bidang funsional tertentu dari satu 

bidang bisnis. Akan tetapi meskipun demikian, prinsip yang digunakan 

oleh para manajer tingkat bidang bisnis harus digsnisunakan pula oleh para 

manajer fungsional, yaitu bahwa strategi fungsional merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari strategi bidang bisnis. 
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B. Konsep Pemerintahan (Government) 

1. Pengertian pemerintah 

Pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai peran penting 

dalam Negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnnya yang 

dalam arti melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang sah dalam 

melindungi serta  meningkatkan tarif hidup masyarakat dengan melalui 

perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan. Pemerintah tidaklah dibuat 

untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 

keberadaannya untuk melayani masyarakat. Sebagai mana dalam undang-

undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintah Pasal 1 (angka 2) bahwa fungsi pemerintah adalah fungsi dalam 

melaksanakan administrasi pemerintah yang pengaturan, pelayanan, 

pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan. 

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia  pemerintah memiliki arti 

sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, 

ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki 

tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan 

kebijakan untuk mecapai tujuan negara. 

Menurut Pamudji (Makmur,2009:165) pemerintah adalah seseorang atau 

sekelompok orang yang diberikan kekuasaan atau kewenangan untuk 

memerintah dai suatu negara atau badan yang tertinggi dai suatu negara. 

http://pemerintah.net/
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Sedangkan menurut Suhady (Riawan, 2009:197) pemerintah (government) 

adalah memiliki tugas dalam bidangnya masing-masing dalam memberikan 

pengarahan dan administrasi dalam kegiatan masyarakat dalam sebuah 

Negara, kota dan sebagainnya. 

Berdasarkan definisi para pakar diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemerintah pusat maupun daerah merupakan lembaga yang mengurusi 

pelayanan kemasyarakat, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dan 

sebagai politis dari suatu Negara kesatuan dan Negara bagian yang diberi 

kekuasaan secara hokum dan kekuasaan yang besar atas kepentingan 

masyarakatnya, sehingga untuk mencapai keberhasilan pemerintah dalam 

kesejahteraan masyarakat menjadi keharusan bagi proses memenuhi 

kewajiban-kewajibannya. Sebagai aparatur Negara. 

2. Strategi pemerintah 

Strategi pemerintah adalah satu tindakan yang berpengaruh dan sangat 

menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan 

maupun yang telah direncanakan oleh pihak manjemen. Oleh sebab itu 

strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara 

sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan 

dalam pengalaman, dalam pengamatan perkembangan lingkungan (sosial, 

ekonomi, politik, alam dan ilmu pengetahuan). 

Strategi yang dijalankan pada sector pemerintahan dpat dilihat upaya dari 

pemerintah dalam membuat strategi agar dapat terpercaya tujuan dimasa 
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depan dengan menganalisis situasi dan kondisi dimasa sekarang dan masa 

depan. Dalam pelaksanaannya pemerintah, membuat perbedaan pengelolaan 

dengan sektor privat. Perbedaan ini terutama disebabkan adanya perbedaan 

karakteristik. 

Menurut Paul (2015:10) perencanaan strategi disektor publik tidak dilihat 

sebagai hanya alat anlisis untuk kerangka perumusan strategi tetapi juga 

mencakup kegiatan lain yang perlu dipandang untuk mencapai evektifitasnya. 

Namun menurut Berry dan Wechsier (Paul, 2015:5) perencanaan strategis 

didefinidikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengelola lisasi 

lembaga yang arah masa depan dalam kaitannya dalam lingkungan dan 

tuntutan pemangku kepentinganlembaga, pelaksanaan tindakan dan masalah 

manajemen. 

Menurut Wechsier dan Backofi (Aimed an Sebastian 2010:61) dalam 

penerapan strategi sektor publik dalam prosesnya melalui upaya merumuskan 

baik faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruhi terhadap strategi 

dari organisasi publik dan menyusun suatu paparan yang lebih apikatif. 

Menurut pendapat diatas peneliti dapat menyimpulkan untuk tercapainya 

program pemerintah, strategi yang dibuat lembaga pemerintah dengan melihat 

faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi lingkungan 

masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintahan agar keberhasilan 

kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mencapai sasaran atau tujuan yang 

diinginkan. 
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C. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang 

dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik 

secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga, termasuk 

ancaman untuk perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam rumah tangga. Adapun pengertian kekerasan dalam 

rumah tangga dari berbagai pandangan, seperti; 

1. Kekerasan dalam rumah tangga menurut pandangan islam 

Menurut rukun islam, kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk 

dideteksi karena pada umumnya terjadi diwilayah domestik yang 

mencakup tentang perkawinan seperi poligami, kekerasan seksual, 

belanja keluarga (ekonomi), talak dan lan sebagainya. Al-uran sebagai 

sumber hukum Islam memang tidak mencakup seluruh persoalan 

kekerasan terhadap perempuan, namun banyaknya ayat yang berbicara 

mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti 

bahwa Islam sangat memberi perhatian terhadap kekerasan dalam rumah 

tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dalam perspektif 

hukum Islam dapat dibagi menjadi 4 bentuk, (1) kekerasan fisik, (2) 

kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, (4) kekerasan ekonomi. 

Dari beberapa paparan diatas jelas sekali bahwa Islam benar-benar 

melarang bertindak kekerasan terhadap istri, termasuk juga penelantaran 

pemberian nafkah. Bahkan ketika terjadi ceraipun Islam tetap memberi 



 
 

17 
 

prhatian terhadap perempuan, salah satunya adalah dengan adanya 

“iddah”, dan larangan mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan 

kepadanya, hal ini dijelaskan dalam surah al-barah (2) ayat 229. Yang 

artinya:..Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang 

telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya khawatir tidak 

akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa 

keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, 

maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh 

istri untuk menebus dirinya. 

2. Kekerasan dalam rumah tangga perspektif UU PKDRT 

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat 

keras, kegiatan kekerasan, peksaan, kekejaman. Kata kekerasan 

merupaakan padanan dai kata “violence” dalam bahasa Inggris, meskipun 

keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahsa Inggris 

diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” 

dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan 

secara fisik semata.  

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, „kekerasan‟ dan 

„violence‟ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik 

maupun psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan 

terhadap istri, anak, pembantu, atau antar keluarga dalam rumah tangga 
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yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, 

serta penelantaran sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU. No. 23 

Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga 

(PKDRT).  

Adapun bentuk-bentuk larangan kekerasan dalam rumah tangga 

menurut UU No.23 Tahun 2004 Bab III pasal 5 yaitu: (a) Kekerasan 

fisik, (b) kekerasan psikis, (c) kekerasan seksual dan (d) penelantaran 

rumah tangga. Pada pasal 6 kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada 

pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh 

sakit, atau luka berat. Pada pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan 

ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk 

bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis pada seseorang. 

Pada pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

huruf (c) meliputi: a.pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan 

terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga tersebut; b.pemaksaan 

hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah 

tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan 

tertentu. Pada pasal 9 ayat (1) setiap orang dilarang menelantarkan orang 

dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 

bagiannya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan 

kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, ayat (2) 

penelantaran dimaksud sebagaimana ayat (1) juga berlaku bagai setiap 
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orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 

membatasi/melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah 

tsehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. 

3. Kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan HAM 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat 

pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha 

Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang 

demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 

Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang 

atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun 

tidak disengaja atau kelainan yang secara melawan hukum mengurangi, 

menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang 

atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak 

mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian 

hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi 

laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarkhi. Dalam budaya ini 

laki-laki seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan 

pendapat, untuk menyatakan rasa tidak puasa dan kadangkala untuk 

mendemonstrasikan dominasi semata. Kekerasan terhadap perempuan 

sering tidak dianggap sebagai masalah besar atau masalah sosial karena 
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hal itu mrupakan urusan rumah tangga yang bersangkutan dan orang lain 

tidak perlu ikut campur tangan. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

pendapat Susan L. Miler dalam (Ridlwan,2015:32) yang mengatakan 

bahwa kejahatan dari kekerasan dalam rumah tangga sudah merupakan 

suatu rahasia, dianggap sesuatu yang sifatnya pribadi dan bukan 

merupakan masalah sosial. 

Adanya budaya dimana perempuan yang sudah menikah menjadi 

tanggung jawab suaminya, sehingga jika terjadi kekerasan terhadap 

perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan 

karena dianggap membuka aib keruarga. Dengan sulit terungkapnya 

kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, berarti perempuan 

korban kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. 

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada pasal 11 

pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan 

dalam rumah tangga dan pasal 12 (1) untuk melaksanakan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pemerintah: (a) merumuskan 

kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga; (b) 

menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan 

dalam rumah tangga; (c) menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi 

tentang kekerasan dalam rumah tangga; (d) menyelenggarakan 

pendidikan dan pelatihan sensitive gender dan isu kekerasan dalam 

rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditas pelayanan yang 
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sensitive gender. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh mentri. (3) Mentri dapat melakukan koordinasi 

dengan instansi terkait dalam melakukan ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), perlindungan hukum terhadap perempuan 

korban kekerasan suami diatur dalam Pasal 356 ayat 1 KUHP, Pasal 

1356 KUH perdata, Pasal 24 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan, Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Wanita/Perempuan, Pasal 17 Undang-Undang No. 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). 

D. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebebkan tindak kekerasan dalam 

rumah tangga, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 

berkaitan erat dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan 

masyarakat. Di antaranya: (a) Budaya patriarkhi yang menempatkan pada 

posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan dab berlaku tanpa 

perubahan, seolah-olah itu adalah kodrati. (b) Interpretasi agama, yang tidak 

sesuai dengan universal agama, misalnya seperti nushuz, yakni suami boleh 

memukul istri dengan alas an mendidik atau istri tidak mau melayani 

kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat 

malaikat. (c) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi 

dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, Negara dan praktek di masyarakat 

sehingga menjadi bagian kehidupan. 



22 
 

Faktor-faktor eksternal lainnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga antara lain: (a) Lebelisasi perempuan yang dengan 

kondisi fisik lemah cenderung menjadi anggapan objek kekerasan sehingga 

pengkondisian lemah dianggap sebaagai pihak yang kalah dan dikalahkan. 

Hal ini seringkali dimanfaatkan laki-laki untuk mendiskriminasikan 

perempuan sehingga perempuan tidak dilibatkan dalam berbagai peran 

strategis. Akibat dari labeling ini, seringkali laki-lakli memanfaatkan 

kekuatannya untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan baik secara 

fisik, psikis maupun seksual. (b) Kekuasaan yang berlindung dibawah 

kekuatan jabatan juga menjadi sarana untuk melakukan kekerasan. Jika 

hakeket kekuasaan sesungguhnya merupakan kewajiban untuk mengatur, 

bertanggung jawab dan melindungi pihak yang lemah, namun seringkali 

kebalikannya bahwa dengan sarana kekuasaan legitimate, penguasa seringkali 

melakukan kekerasan terhadap warga atau bawahannya. Dalam kontek ini 

misalnya Negara terhadap rakyat dalam berbagai bentuk kebijakan yang tidak 

sensitive pada kebutuhan rakyat kecil. (c) Sistem ekonomi kapitalis juga 

menjadi sebab terjadinya kekerasab terhadap perempuan. Dalam system 

ekonomi kapitalis dengan prinsip ekonomi cara mengeluarkan modal sedikit 

untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya, maka memanfaatkan 

perempuan sebagai alat dan tujuan ekonomi akan menciptakan pola 

eksploitasi terhadap perempuan dan berbagai perangkat tubuhnya. Oleh 

karena itu perempuan menjadi komoditas yang dapat diberi gaji rendah atau 

murah. 
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Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri antara lain kondisi 

psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: (a) sakit 

mental, (b) pecandu alcohol, (c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, 

(d) kurangnya komunikasi, (e) penyelewengan seks, (f) citra diri yang rendah, 

(g) frustasi, (h) perubahan situasi dan kondisi, (i) kekerasan sebagai sumber 

daya untuk menyelesaikan masala, (j) pola kebiasaan keturunan dari keluarga 

atau orang tua. 

Hampir semua bentuk kekerasan dalam keluarga dilakukan oleh laki-laki 

misalnya pemukulan terhadap istri, pemerkosaan dalam keluarga dan lain 

sebagainya, semua itu jarang menjadi bahan pemberitaan masyarakat karena 

dianggap tidak ada masalah, sesuatu yang tabu atau tidak pantas dibicarakan. 

Dari berbagai bentuk kekerasan yang menjadi korban pada umumnya adalah 

perempuan lebih khususnya lagi adalah istri cenderung diam karena merasa 

sia-sia. Para korban biasanya malu bahkan tidak berani menceritakan 

keadaannya kepada orang lain sehingga kekerasan dalam rumah tangga 

merupakan prilaku yang berulang. 

E. Kerangka Pikir  

Strategi pemerintah adalah satu tindakan yang berpengaruh dan sangat 

menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan 

maupun yang telah direncanakan oleh pihak manjemen. Oleh sebab itu 

strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara 

sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan 
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dalam pengalaman, dalam pengamatan perkembangan lingkungan (sosial, 

ekonomi, politik, alam dan ilmu pengetahuan) dan untuk tercapainya program 

pemerintah, strategi yang dibuat lembaga pemerintah dengan melihat faktor 

internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi lingkungan 

masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintahan agar keberhasilan 

kebijakan yang dibuat pemerintah dapat mencapai sasaran atau tujuan yang 

diinginkan. 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Strategi 

Pemerintah dalam Menangani Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga 

(KDRT) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DPPPA) Kota Makassar yang merujuk pada Undang-Undang No.23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 12 yaitu, 

pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam 

rumah tangga dengan menyelenggarakan Komunikasi, Informasi, Edukasi, 

Advokasi, dan Sosialisasi.  

Berdasarkan uraian diatas maka bagan kerangka fikir peneliti ini sebagai 

berikut: 
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1. Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

 

                                    Gambar: 1 Kerangka Fikir 

 

 

F. Fokus Penelitian 

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Strategi 

Penanganan Kasu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar. 

G. Deskripsi Fokus Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dari fokus penelitian diatas, adapun uraian 

deskripsi fokus penelitian yaitu sebagai berikut: 

Strategi Pemerintah Dalam Penanganan Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga  

1. Komunikasi 

2. Informasi 

3. Edukasi 

4. Advokasi 

5. Sosialisasi 

 

Efektifitas Penanganan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga 
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1. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan seseorang kepada 

orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, pendapat, atau 

prilaku secara langsung maupun tidak langsung. 

2. Informasi merupakan pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan 

yang disampaikan kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak 

langsung melalui komunikasi. 

3. Edukasi merupakan proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal 

maupun non formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang baik 

secara bersama-sama ataupun secara individu. 

4. Advokasi merupakan media atau cara yang digunakan dalam rangka 

mencapai suatu tujuan tertentu.  

5. Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau kebiasaan 

mempelajari nilai, norma, peran, dan persyaratan lainnya yang diperlukan 

untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi secara efektif dalam 

kehidupan sosial. 

6. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat atau memilih 

tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara 

dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu mulai dari bulan 

Mei sampai dengan bulan Juli 2019. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di 

Kota Makassar. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut dengan alasan 

karena Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan 

salah satu unsur birokrasi pemerintah yang secara fungsional dan 

bertanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT). 

B. Jenis Dan Tipe Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian yang mendeskripsikan tentang stategi pemerintah dalam 

penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif kualitatif dimana 

dalam memperoleh data dan informasi menggunakan landasan teori 

sebagai pemandu yang merupakan bahan pembahasan dari penelitian 

agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dan keadaan lokasi penelitian  
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Tersebut. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk didalam studi kasus 

yang dimana penelitian ini memeriksa masalah-masalah maupun gejala-

gejala tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara 

mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan dan interaksi yang 

terjadi. 

B. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah data primer 

(wawancara) dan data sekunder (dokumen – dokumen). 

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung pada 

sumber data yaitu dari informan yang bersangkutan dengan cara 

wawancara dan observasi secara langsung pada informan. 

2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku, 

dokumen – dokumen, tulisan – tulisan ilmiah dari berbagai media, dan 

arsip – arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. 

C. Informan 

Informan penelitian adalah orang yang mengetahui persis tentang segala 

sesuatu yang mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga serta 

situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan informan didalam 

penelitian ini sebagai narasumber untuk diwawancarai secara mendalam yang 

dilakukan dengan cara peneliti akan memilih dan menetukan informan yang 

memiliki pengetahuan dan informasi mengenai permasalahan yang hendak 

diteliti yaitu; Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
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Anak, Kabid Perlindungan Perempuan, Kabid Kualitas Hidup Perempuan, 

Kabid Tim Reaksi Cepat dan Masyarakat. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian,karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan 

data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur 

yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperoleh.  Teknik 

pengumpulan data yang diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung dilokasi penelitian guna 

memperoleh keterangan data yang pasti serta tepat dalam mengenai hal-

hal yang diteliti terkait dengan stategi pemerintah dalam penangan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga. 

2. Wawancara Mendalam adalah suatu cara untuk mendapatkan dan 

mengumpulkan data melalui tanya dengan informan yang mengetahui 

banyak hal tentang objek dan masalah peneliti. Wawancara ini bertujuan 

untuk memperoleh secara jelas dan konkret tentang stategi pemerintah 

dalam penangan kasus kekerasan dalam rumah tangga. 

3. Dokumentasi adalah suatu cara yang dilakukan untuk menyediakan 

dokumen – dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari 

pencatatan sumber – sumber informasi baik berupa karangan, memo, 

pengumuman, atau aturan instansi pemerintahan. Tujuan digunakan 

metode ini untuk mengumpulkan data – data dari pegawai tentang stategi 

pemerintah dalam penangan kasus kekerasan dalam rumah tangga. 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data 

dimana data yang diperoleh, dikerjakan, dan dimanfaatkan sedemikian rupa 

untuk menyimpulkan persolan yang diajukan dalam menyusun hasil 

penelitian.  Dalam melakukan analisis data terdapat beberapa tahapan – 

tahapan yang harus: dilakukan yaitu : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. 

Reduksi data adalah bentuk analisis data yang menajamkan, 

menggolongkan, memusatkan, melepaskan yang tidak dibutuhkan dalam 

mengelompokkan data yang akan diambil dari berbagai kesimpulan yang 

ada. 

2. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dan 

dalam penyajian data tentunya memerlukan berbagai pertimbangan yang 

telah dianalisis dengan baik. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan yang masih bersifat 

sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat 

yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 

apabila data kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung 
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oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

F. Keabsahan Data 

Dalam pengabsahan data dari peneliti ini adalah tringulasi. Menurut 

William Wiersema, tringulasi dalam penelitian ini dapat memaknai menjadi 

suatu proses pemeriksaan data yang sumber dari berbagai informasi yang 

dikumpulkan melalui berbagai cara dan juga berbagai data yang dilalui. 

Triangulasi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara memeriksa data yang 

didapatkan dari sebagian sumber. Terkait dengan hal ini peneliti 

mengadakan pengumpulan dan pengujian data dimana data / dokumen 

didapat dengan melewati berbagai hasil pengamatan, wawancara, dan 

dokumen – dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil 

pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan beberapa data 

dimana data tersebut berasal dari sumber yang serupa dengan cara 

berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan melalui wawancara, 

kemudian dilihat dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan 

beberapa jumlah, dengan kata lain seperti gaya percobaan kreadibilitas 
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data tersebut menciptakan sebuah informasi yang berbeda, untuk 

menyakinkan data yang mana merupakan data yang benar maupun bisa 

jadi seluruhnya benar dikatakan terlihat faktor yang berbeda – beda.   

3. Triangulasi Waktu 

Tidak hanya sumber atau teknik tetapi sering mempengaruhi 

kreadibilitas data adalah triangulasi waktu. Dimana data yang dihasilkan 

oleh narasumber bermacam dan berbeda pula serta dikumpulkan dengan 

cara mewawancarai narasumber di pagi hari pada saat narasumber masih 

segar, belum banyak masalah, akan memberikan informasi yang akurat 

agar informasi tersebut semakin menyakinkan. Agar pada saat 

pengetasan kreadibilitas dapat menggunakan metode wawancara. 

Observasi atau teknik lainnya sesuai dengan kondisi dan waktu yang 

berbeda-beda. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Obyek Penelitian 

1. Letak dan Kondisi Geografis 

Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak 

dibagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, 

terletak antara 119
o
24’17’38” Bujur Timur dan 5

o
8’6’19” Lintang Selatan 

yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur 

Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelahBarat 

adalah Selat Makassar. Kota Makassar memiliki topografi dengan 

kemiringan lahan 0-2
o
(datar) dan kemiringan lahan 3-15

o
(bergelombang). 

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi. Kota Makassar 

memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis memiliki suhu udara rata-rata 

berkisar antara 26,
o
C sampai dengan 29

o
C.  

Kota Makassar adalah Kota yang terletak dekat dengan pantai yang 

membentang sepanjang koridor barat dan utara dan juga dikenal sebagai 

“Waterfront City” yang didalamnya mengalir beberapa sungai (Sungai 

Tallo, Sungai Jeneberang, dan Sungai Pampang) yang kesemuanya bermuara 

ke dalam Kota. Kota Makassar merupakan hamparan daratan rendah yang 

berada pada ketinggian antara 0-25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi 

ini menyebabkan kondisi Kota Makassar sering mengalami genangan air 

pada musim hujan, bersamaan itu mengakibatkan naiknya air pasang. 
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Secara administrasi Kota Makassar dibagi menjadi 15 kecamatan 

dengan 153 kelurahan. Di antara 15 kecamatan tersebut, ada tujuh yang 

berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, 

Kecamatan Wajo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Tallo, Kecamatan 

Tamalanrea, Kecamatan Biringkanayya. Batasan-batasan administrasi Kota 

Makassar adalah: 

a. Batas Utara : Kabupaten Maros 

b. Batas Timur : Kabupaten Maros 

c. Batas Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar 

d. Batas Barat : Selat Makassar 

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu: 

a. Bagian Barat ke arah Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai. 

b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan 

Antang Kecamatan Panakkukang. 

2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Makassar  

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) 

Kota Makassar dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 

91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dan Peraturan Daeah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kotra Makassar (Lembaga 

Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8). 

Dengan Peraturan Daerah ini maka kedudukan Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak adalah merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di 

bawahndan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui Sekretaris Daerah. 

a. Visi dan Misi 

Visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Kota Makassar, maka visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak adalah “Terwujudnya Kesetaran Gender dan 

Perlindungan Anak dalam Segala Aspek Kehidupan Menuju Kota 

Dunia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Dinas 

pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar 

sebagai berikut:  

a) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak di berbagai 

bidang. 

b) Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan 

pengarusutamaan anak. 

c) Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam 

pembangunan. 

b. Tugas  

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Makassar mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam 
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merumuskan, menangani dan menyelesaikan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. 

c. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris  

3. Bidang Kualitas Hidup Perempuan 

4. Bidang Perlindungan Perempuan  

5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak 

6. Bidang Data dan Informasi 
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Gambar: 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Makassar 

Adapun tugas masing-masing pejabat struktual sebagai berikut: 

1. Sekretariat bertugas memberikan pelayanan administrative bagi 

seluruh satuan kerja di lingkungan Badan Perlindungan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat 

menyelenggarakan ketatausahaan, pelaksanaan urusan 

kepegawaian, pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan urusan 

perlengkapan, pelaksanaan umum dan rumah tangga, pelaksanaan 

koordinasi perumusan program kerja dan rapat kerja. 

2. Bidang Kualitas Hidup Perempuan bertugas melaksanakan 

pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), pemberdayaan 

perempuan serta peningkatan ketahanan dan kualitas keluarga. 
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3. Bidang Perlindungan Perempuan bertugas melaksanakan 

pembinaan, pemberian dukungan dan layanan perlindungan 

perempuan, pemberdayaan keluarga korban dan keluarga rentan 

serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis 

masyarakat. 

4. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak bertugas 

melaksanakan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, 

penguatan dan pengembangan kelembagaan anak serta 

Pengarusutamaan Anak (PUA) melalui Perencanaan dan 

Penganggaran Responsif Anak (PPRA). 

5. Bidang Data dan Informasi bertugas melaksanakan sistem data 

gender dan anak serta monitoring dan evaluasi pembangunan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kota layak anak. 

B. Deskripsi Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Penelitian ini membahas tentang strategi penanganan kasus kekerasan 

dalam rumah tangga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak di Kota Makassar yang dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi 

Sulawesi selatan. Berbicara mengenai strategi dimana merupakan suatu 

rangkaian atau susunan dari beberapa hal-hal yang ingin dilakukakan demi 

mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kegiatan, program 

atau kebijakan. Hal tersebut terkadang dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang sering dijadikan bahan perbincangan atau sering 

timbul dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat. 
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Berdasarkan fenomena permasalahan yang sering timbul dalam ruang 

lingkup kehidupan masyarakat yang dimana banyak menimbulkan masalah-

masalah yang sangat merugikan jalannya kehidupan yang ada, baik itu secara 

jasmani maupun secara rohani. Berdasarkan masalah-masalah yang sering 

tejadi dimana dalam kasus ini menyangkut tingkat kekerasan dalam 

kehidupan rumah tangga, yang dimana keluarga diartikan sebagai sebuah 

rumah yang memberikan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan serta tujuan 

hidup sehingga menciptakannya rasa kasih sayang dan rasa bersyukur. Tetapi 

dalam hal ini terkadang masyarakat yang merupakan manusia tidak pernah 

puas serta mengerti tentang hubungan tersebut yang dimana sering terjadinya 

sikap ego mereka. Maka dari itu peneliti dapat memberikan deskripsi hasil 

dari penelitian ini dan melakukan pembahasan sesuai dengan fokus masalah 

yang telah ditetapkan. Adapun beberapa laporan kekerasan dalam rumah 

tangga dalam kategori dewasa selama tiga tahun terakhir 2016,2017, dan 

2018 yaitu: 
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 DATA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA KATEGORI DEWASA 

TAHUN 2016 

JENIS KEKERASAN 

     

BULAN 

      

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 

FISIK DEWASA 42 32 41 45 43 42 25 40 45 37 46 44 482 

PENELANTARAN DEWASA 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2 1 0 9 

PSIKIS DEWASA 17 4 16 19 16 16 19 14 27 24 14 10 196 

SEKSUAL DEWASA 0 1 4 0 2 3 1 4 2 0 2 1 20 

TRAFFICKING DEWASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAN LAIN-LAIN DEWASA 22 16 0 14 16 19 18 16 23 20 12 16 192 

JUMLAH 81 54 61 79 77 81 64 75 98 83 75 71 899 

 

TAHUN 2017 

JENIS KEKERASAN 

     

BULAN 

      

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JUMLAH 

FISIK DEWASA 25 41 44 33 55 33 37 44 36 41 42 24 456 

PENELANTARAN DEWASA 0 1 2 3 1 1 1 1 0 7 0 5 22 

PSIKIS DEWASA 2 2 5 1 4 2 0 3 2 4 1 0 26 

SEKSUAL DEWASA 10 8 5 7 4 2 8 1 0 15 3 4 67 

TRAFFICKING DEWASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAN LAIN-LAIN DEWASA 18 32 19 33 15 19 23 14 26 12 16 31 258 

JUMLAH 55 84 75 77 79 57 69 63 64 79 62 64 828 
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TAHUN 2018 

JENIS KEKERASAN 

  

  

                BULAN 

 

          

  

  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 
JUMLAH 

  L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P 

FISIK DEWASA 0 2 0 1 0 4 0 1 0 1 0 2 0 6 0 2 0 2 0 5 0 2 0 1 29 

PELANTARAN DEWASA 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

PSIKIS DEWASA 0 2 0 3 0 7 0 3 0 2 0 5 0 6 0 4 0 8 0 6 0 6 0 7 59 

SEKSUAL DEWASA 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

TRAFFICKING DEWASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DAN LAIN-LAIN DEWASA 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 

JUMLAH  0  5  0  10  0  16  0  6  0  3  0  8  0  13  0  6  0  11  0  12  0  8  0  8 106 
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Deskripsi hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Startegi penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga 

Strategi berasal dari bahasa yunani “strategos”, yang berasal dari 

kata sratos yang berarti militer dan Ag yang artinya memimpin. Strategi 

dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship atau suatu yang 

dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukan 

musuh dan memenangkan peran. Kata strategi secara harfiah berarti seni 

perang jenderal. Secara khusus, strategi adalah penempaan misi 

perusaaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengingat kekuatan 

eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu untuk 

mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, 

sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. 

Berdasarkan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya dimana 

peneliti menyimpulkan bahwa strategi juga dapat diartikan sebagai 

rangkaian-rangkaian dari berbagai tahapan-tahapan yang bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam hal ini yang 

dimana menyangkut dalam  hal bagaimana cara menanggulangi masalah-

masalah tersebut, dengan kata lain tata cara atau susunan tersebut juga 

telah disetujui oleh berbagai pihak dalam mencega hal-hal yang terjadi. 

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga disini dilakukan 

dengan cara  pelaku dipanggil untuk klarifikasi mengenai masalahnya 

setelai itu dilakukan mediasi kepada kedua belah pihak yang 

bersangkutan kemudian dilakukan pendampingan untuk membuat surat 
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perjanjian diatas matrai 6000 dan disaksikan oleh kepala dinas 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kepala bidang 

yang bersangkutan. Berkaitan hal tersebuat dimana untuk 

mewujudkannya maka pemerintah mengeluarkan sebuah Kitap Undang-

undang Hukum Pidana (KHUP) dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana dalam 

penelitian kali ini peneliti menggunakan indicator-indikator yang telah 

tertuang kedalam Undang-undang tersebut yang terdapat pada pasal 12 

(b). Yaitu komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi. 

a. Komunikasi 

Poin pertama dalam penelitian ini adalah komunikasi yang 

dimana komunikasi merupakan proses penyampaian pesan seseorang 

kepada orang lain untuk memberi tahu atau mengubah sikap, 

pendapat atau perilaku secara langsung maupun tidak langsung. 

Komunikasi juga diartikan sebagai suatu proses dimana lebih dari 

sari individu menciptakan dan menggunakan informasi agar saling 

terhubung dengan orang lain maupun lingkungan sekitar. Pada 

umumnya, komunikasi biasa dilakukan secara lisan atau verbal yang 

dapat dimengerti oleh kedua belah pihak baik itu dari mulut, isyarat 

maupun gerakan-gerakan lainnya yang dapat dipahami bagi 

penerima infoemasi. 

Umumnya komunikasi merupakan suatu proses penyampaian 

informan berupa pesan, ide dan gagasan dari satu pihak ke pihak 
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lain. Pada umumnya komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal 

yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ada 

bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, komunikasi 

dapat dilakukan dengan menggunakan postur tubuh yang 

menunjukkan sikap tertentu, misalnya tersenyum, menggelengkan 

kepala, dan mengangkat bahu. Cara seperti ini disebut komunikasi 

noverbal. Berdasarkan dari pembahasan tersebut jika dikaitkan 

dengan penelitian ini, peneliti dapat simpulkan bahwa komunikasi 

merupakan cara atau penyampaian solusi dari permasalahan-

permasalahan yang sering terjadi sehingga masalah tersebut tidak 

berlanjut menjadi masalah yang cukup besar dan untuk mengetahui 

hal tersebut, mungkin kita dapat melihat dari hasil wawancara 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dimana beliau mengemukakan bahwa; 

“Terkait masalah-masalah tentang kekerasan yang terjadi dalam 

kehidupan rumah tangga itu sering kita lihat atau kita dengar, seperti 

kekerasan terhadap pasangan (suami istri) dan kekerasan terhadap 

anak, yang dimana kekerasan tersebut tidak hanya dalam bentuk 

fisik/jasmani tetapi juga dalam bentuk rohani/batin. Jika dikaitkan 

dengan poin pertama yang adek sampaikan dimana komunikasi itu 

merupakan cara atau bagaimana kita menyampaikan informasi yang 

dibutuhkan dan informasi yang dibutuhkan atau yang diberikan 

tentunya adalah informasi dari pihak terkait maupun informasi 

kepada pihak terkait tentang cara mengatasi masalah mereka dan 

tentunya informasi tersebut haruslah jelas sehingga kamipun dapat 

mencari solusi yang tepat” (Hasil wawancara dengan informan pada 

tanggal 15 Mei 2019 ). 
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Dari hasil wawancara diatas dapat dipertegas dengan hasil 

wawancara oleh Kabid Tim Reaksi Cepat, dimana beliau 

menyatakan bahwa; 

“Terkait dengan komunikasi yang tentunya dapat dikaitkan 

dengan informasi-informasi yang diperoleh, dimana informasi yang 

diberikan haruslah sedetail-detail mungkin karena terkadang sedikit 

saja informasi yang diperoleh itu salah maka kamipun tidak dapat 

berbuat apa-apa meskipun sudah ada saksi atau bukti dikarenakan 

informasi yang diberikan salah sehingga komunikasi tersebut 

menjadi berantakan dan kami dari tim yang bertugas dalam 

memberikan reaksi atau jawaban haruslah ekstra hati-hati karena 

tidak semua permasalahan keluarga dapat di atasi dengan mudah 

terkadang membutuhkan berbagai komunikasi-komunikasi dari 

berbagai pihak yang dibutuhkan sehingga masalah tersebut dapat 

diatasi dan tidak menimbulkan masalah baru atau tingkat lanjut dari 

masalah tersebut” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 

16 Mei 2019). 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut telah dikemukakan 

bahwa komunikasi yang terkait dalam penelitian ini adalah tata cara 

atau solusi yang diberikan oleh pihak yang bertugas dalam hal 

menangani masalah-masalah tersebut baik itu secara lisan/peraktek 

maupun verbal dimana hal tersebut bertujuan untuk membantu 

dalam mengubah sikap, pandangan atau perilaku dari pihak terkait 

yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Informasi 

yang diberikan merupakan informasi yang harus sedetail mungkin 

sehingga pihak-pihak yang terkait dapat memberikan hasil yang 

dapat meringankan masalah-masalah yang ada. 

Sesuai dengan kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa tingkat 

komunikasi yang diberikan masih terbilang cukup minim maksudnya 
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adalah semua masalah tersebut mungkin dapat terselesaikan dengan 

baik tetapi tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat 

terselesaikan dengan cukup baik bahkan terkadang masih 

menimbulkan trauma yang cukup mendalam bagi pihak yang 

merasakannya dan hal tersebut terkadang membuat pihak yang 

membantu cukup sulit untuk mengatasinya. 

b. Informasi 

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa informasi merupakan 

pesan (ucapan atau sikap) atau kumpulan pesan yang disampaikan 

kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsug 

melalui komunikasi. Informasi yang diberikan biasanya berupa order 

sekuens dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan 

atau kumpulan pesan. Informasi dapat dikumpul atau diperoleh 

melalui rekaman atau ditransmisikan. Dimana hal tersebut dapat 

dicatat atau diartikan sebagai tanda-tanda, simbol atau sinyal. 

Informasi pada konsepnya memiliki beberapa arti yang berupa 

pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Tetapi jika dikaitkan 

berdasarkan istilahnya mungkin memiliki banyak arti yang 

berhubungan erat satu sama lain. Dalam hal ini dapat kita simpulkan 

bahwa informasi merupakan data yang diberikan melalui berbagai 

konteks yang dimana semua data tersebut dikelolah sehingga 

menjadi bentuk yang penting bagai penerimanya dan mempunyai 

kegunaan dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan. 
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Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat kita lihat dari hasil 

wawancara berikut yang terlah dikemukakan oleh Kabit Tim Reaksi 

Cepat, dimana beliau mengemukakan bahwa; 

“Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada dibutuhkannya informasi 

yang cukup jelas sehingga kamipun dapat mengambil tindakan yang 

cupuk baik dimana semua masalah-masalah yang ada tentunya 

berbeda-beda mekipun dalam bentuknya hampir sama tetapi untuk 

menyelesaikannya dibutuhkan cara yang sedemikian rupah. 

Informasi-informasi yang diberikan oleh pihak terkait harus di 

bicarakan terlebih dahulu maksudnya, hal ini harus di musyawarakan 

terlebih dahulu guna mendapatkan jawaban dan jalan keluar yang 

tidak berakibat fatal bagi pihak yang memperolehnya. Dengan kata 

lain seperti yang adek utarakan semuah informasi-informasi yang 

diterimah harus dikelolah terlebih dahulu sehingga menjadi bentuk 

yang bermanfaat bagi yang memperolehnya dan hal tersebut 

tentunya diselesaikan dari berbagai pihak-pihak yang terkait guna 

memperoleh hasil yang diinginkan pula” (Hasil wawancara dengan 

informan pada tanggal 16 Mei 2019 ). 

 

Hal yang sama dikemukakan oleh Kabid Perlindungan 

Perempuan dimana beliau mengatakan bahwa; 

“Informasi-informasi yang diperoleh dikumpulkan dari berbagai 

pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang sering terjadi 

dan tentunya semua informasi yang dikumpulkan haruslah lengkap 

dan jelas demi memperoleh hasil yang cukup memuaskan juga. 

Contohnya dalam kasus kekerasan perempuan, informasi yang kami 

terimah tentunya masalah dari berbagai orang-orang yang telah 

menjadi saksi tetapi hal tersebut tidaklah cukup sehingga kami juga 

mencari informasi yang lain bahkan jika memungkinkan kami akan 

berhubungan langsung dengan pihak yang terkait dalam masalah 

tersebut, sehingga kami pihak yang bertugas dalam menangani hal 

ini dapat menyelesaikannya dengan sangat baik tanpa menimbulka 

masalah-masalah yang baru” (Hasil wawancara dengan informan 

pada tanggal 19 Mei 2019). 

 

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh Kabid Kualikasi 

Hidup Perempuan, dimana beliau mengatakan bahwa; 
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“Menangani masalah ini dek tentunya betul kami itu 

memerlukan informasi yang cukup, karena seperti yang kita kertahui 

bahwa tanpa adanya informasi yang cukup atau jelas kita tidak dapat 

menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Tidak hanya 

menyelesaikan masalah saja tetapi kitapun tidak dapat mecari atau 

memutuskan solusinya, jadi bagaimana kita menyelesaikannya? 

Tentunya hal tersebut dapat terselesaikan jika kita memiliki 

informasi-informasi yang cukup lengkap plus dengan adanya saksi 

yang bisa menambah poin dalam hal ini” (Hasil wawancara dengan 

informan pada tanggal 19 Mei 2019). 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa pentingnya sebuah informasi itu, dimana 

informasi tersebut mengandung berbagai macam data-data yang 

dibutuhkan tetapi data-data tersebut haruslah lengkap dan cukup 

demi medapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang terjadi 

karena tanpa adanya hal tersebut tidak hanya mampu menyelesaikan 

masalah mencari solusi atau jalan keluarnya saja tidak dapat 

ditemukan. Oleh sebab itu informasi yang diberikan haruslah cukup 

baik sehingga hasil yang diperoleh seuai dengan yang diharapkan 

dan dapat menyelesaikannya dengan cukup baik. 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara diatas, jika 

dikaitkan dengan kenyataannya yang dimana menyangkut masalah 

informasi menurtu peneliti cukup jelas dimana betul menyatakan 

bahwa demi memperoleh hasil yang baik tentunya memerlukan 

informasi yang baik pula dalam artian haruslah lengkap dan dapat 

dipercaya, jika sedikit saja ada data atau informasi yang salah dapat 

berakibat fatal bagi beberapa orang yang tengah menjalankan rencan 
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tersebut. maka sebab itu peneliti melihat bahwa hal tersebut betul-

betul di cari dan diperoleh dengan cukup baik dan lengakap sehingga 

proses penyelesaian masalah tersebut dapat diatasi dengan cukup 

baik. 

c. Edukasi 

Poin ketiga dalam penelitian ini adalah edukasi yang merupakan 

proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non 

formal kepada seseorang atau lebih dari satu orang baik secara 

bersama-sama ataupun indovidu. edukasi memiliki banyak manfaat 

bagi orang-orang yang memperolehnya dimana dalam hal ini juga 

menyangkut dengan masalah komunikasi dan informasi yang 

disampaikan yang berupa materi dari solusi-solusi atau rencan-

rencana yang sudah disusun untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

dimana hal tersebut tidak hanya berdampak pada pihak yang 

meberikan solusi tetapi juga berdampak pada pihak yang 

memperolehnya dan hal tersebut dapat mengembangkan berbagai 

ide-ide baru dan memerikan pembelajaran yang bermanfaat bagi 

oarang-orang yang memperolehnya secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Hal tersebut dapat diartikan sebuah pembelajaran yang 

meningkatkat berbagai macam pemikiran-pemikiran yang cukup 

brilian. Pembelajaran tersebut tidak hanya membantu pihak yang 

terkait tetapi juga dapat membantu pihak-pihak yang berada diluar 
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dengan kata lain dapat diumpamakan sebagai contoh untuk orang 

lain. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dapat kita lihat dari hasil 

wawancara berikut yang terlah dikemukakan oleh Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana beliau 

mengemukakan bahwa; 

“Berbicara mengenai edukasi atau pembelajaran tentunya tidak 

lepas dari informasi maupun komunikasi karena semua itu saling 

terhubung satu sama lain, artinya untuk memperoleh informasi yang 

baik tentunya memerlukan komunikasi yang baik pula dan untuk 

memberikan solusi atau jalan keluar dari masalah tersebut tentunya 

memerlukan informasi yang baik pula supanya dapat memeroleh 

hasil yang diinginkan. Dengan kata lain dalam memberikan solusi 

atau jalan keluar sama halnya dengan memebrikan sebuah 

pengajaran bagi berbagai pihak yang telah di ciptakan dari berbagai 

pemikiran dan ide-ide yang terbentuk” (Hasil wawancara dengan 

informan pada tanggal 22 Mei 2019). 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat dipertegas dengan hasil 

wawancara oleh salah satu masyarakat yang menjadi informan dalam 

penelitian ini, dimana beliau menyatakan bahwa; 

“Pembelajaran yang diperoleh cukup baik, maksudnya apa yang 

kami peroleh dari hal tersbut dapat kami jadikan pelajaran yang baik 

tidak hanya buat kami saja tetapi juga buat seluaruh orang yang 

dimana nantinya menjadi sangat bermanfaat. Pembelajaran yang 

diberikan membuat dampak yang baik dan pandangan kamipun 

menjadi cukup luas sehingga kami tidak lagi merasa khawatir jika 

masalah-masalah tersebut muncul baik itu terhadap kami maupun 

terhadap orang-orang yang berada dilingkungan kami” (Hasil 

wawancara dengan informan pada tanggal 23 Mei 2019). 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa edukasi merupakan sebuah pembelajaran yang cukup 

bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat, dimana hal tersebut 
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memiliki fungsi jangka panjang yang sangat memuaskan dan tidak 

hanya itu dengan adanya pembelajaran tersebut dapat menciptakan 

ide-ide baru dalam menangani masalah yang sama sehingga 

terjalinnya sebuah pemikiran yang cukup luas dan sangat bermanfaat 

bagi lingkungan masyarakat. Jika disimpulkan pembelajaran disini 

dapat diartikan sebagai pengalaman-pengalaman yang muncul dari 

berbagai ide-ide yang tumbuh demi memperoleh hasil yang lebih 

baik. 

Peneliti melihat berdasarkan kenyataannya, bahwa hal tersebut 

dapat kita lihat dalam ruang lingkup masyarakat yang dimana dapat 

kita liha bahwa masalah-masalah seperti ini sering terjadi dan hal 

tersebut menciptakan berbagai macam de-ide yang menjadi solusi 

dalam menyelesaikan masalah yag terjadi sehingga tidak hanya 

meyelesaikannya saja tetapi juga dapat memberikan pengajaran yang 

baik bagi masyarakat agar dapat mengurangi gejala-gejala tersebut. 

hal ini juga dapat kita lihat dalam lingkungan masyarakat yang 

salaing terikat dan saling mendukung satu sama lain sehingga 

menimbulkan ikatan yang cukup kompeten. 

d. Advokasi 

Advokasi merupakan media atau cara yang digunakan dalam 

rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini tidak lepas dari 

tiga poin yang sudah jilaskan sebelumnya, dimana hal tersebut saling 

terikat satu sama lainnya. Berbicara mengenai media tentunya itu 
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menjadi bahan yang paling penting dalam menyalesaikan maslah-

masalah yang terjadi. Seperti yang di bahas sebelumnya bahwa 

diperlukannya informasi-informasi yang lengkap serta data-data 

yang mendukung jalannya penyelesaian masalah yang ingin 

diselesaikan, dan untuk memperoleh informasi-informasi tersebut 

dapat beripa rekaman dan sebagainya yang dijadikan bukti penting 

dalam menyelesaikan solusi-solusi yang ada. 

Media yang digunakan tentunya berbagai macam tergantung 

dari seberapa besar informasi yang dibutuhkan dan masalah-masalah 

yang ingin diselesaikan. Media tersebut juga dapat tergolong 

kedalam alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan 

komunikasi dan mengumpulkan data yang diperlukan baik itu berupa 

gambar, vidio, file/data dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan 

tersebut dapat diperjelas dari hail wawancara dengan Kepala Dinas 

Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana beliau 

mengatakan bahwa; 

“Dalam menjalankan komunikasi anatara satu individu dengan 

individu yang lain dibutuhkannya sebuah media atau cara yang 

seperti dikatakan, hal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai 

pelengkap saja tetapi juga sangat membantu dalam pengumpulan 

informasi-informasi yang ada bahkan juga bisa dijadikan sebagai 

bukti yang tepat jika seumpama tidak adanya saksi yang terkait. 

Karena dari pengalaman yang ada bahwa meyelesaikan masalah-

masala yang berkaitan tentang kasus kekerasan ini tidak dapat di 

selesaikan secara langsung sehingga kami memerlukan bukti-bukti 

dan itupun terkadang bukti-bukti tersebut hampir sulit diperoleh, 

akibat hal ini sering dilakukan secara tertutup sehingga saksi yang 

ada juga menjadi kurang bahkan tidak ada maka dari itu 

diperlukannya sebuah media atau cara yang bertujuan untuk 
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mengumpulkan bahan-bahan yang dibutuhkan demi mencapai tujuan 

yang diinginkan” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 

22 Mei 2019). 

 

Hal yang sama dikemukakan oleh Kabid Tim Reaksi Cepat 

dimana beliau mengatakan; 

“Media atau cara disini tentuya sangat berperan penting tidak 

hanya dalam bentuk materi saja tetapi dalam bentuk nyatapun juga 

sangat membantu kami dalam memperoleh informasi-informasi yang 

kami butuhkan dalam mencari poin-poin yang dapat dijadikan tiang 

dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dan hal 

tersebut juga dapat dijelakan bahan referensi bagi masyarakat sekitar 

seingga dapat dijadikan sebuah pembelajaran yang cukup bermanfaat 

di lingkugan masyarakat” (Hasil wawancara dengan informan pada 

tanggal 24 Mei 2019). 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa advokasi disini merupakan media atau cara yang digunakan 

dalam rangka mencapai tujuan, advokasi disini merupakan poin-poin 

yang dapat dijadikan tiang atau ide-ide yang sangat berperan dalam 

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga karena disinilah 

titik dari ide-ide maupun strategi para pejabat-pejabaat dinas 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 

menyelesaikan hingga mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah 

tangga yang membuat banyak masyarakat merasakan ketakutan 

maupun trauma yang mendalam bagi kaum perempuan yang 

mengalami kekerasan dalam rumah tangga namun hal ini tidak lepas 

dari poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya, dimana hal 

tersebut saling terkait satu sama lainnya dalam penanganan kasus 

kekerasan dalam rumah tangga. 
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Peneliti melihat berdasarkan kenyataannya, bahwa hal tersebut 

sudah dijalankan dengan baik dan sesuai fungsi dan peran masing-

masing pejabat dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dalam penyelesaiaan maupun penanganan kasus kekerasan 

dalam rumah tangga. Peneliti melihat advokasi disini sudah efektif 

dan berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari berbagai rapat 

yang menciptakan ide-ide dan berbagai pendapat dari pejabat-pejabat 

yang mempunyai peran penting dalam penanganan dan pencegahan 

kasus kekerasan dsalam rumah tangga. 

e. Sosialisasi 

Poin terakhir dalam penelitian ini adalah sosialisasi yang dimana 

sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau kebiasaan 

mempelajari nilai, norma, peran dan persyaratan lainnya yang 

diperlukan untuk memungkinkan seseorang dapat berpartisipasi 

secara efektif dalam kehidupan sosial. Terkait dalam hal ini dapat 

diartikan sebagai peranan yang tergolong kedalam fungsi dan 

tujuannya masing-masing dimana hal tersebut telah ditentukan sejak 

dulu dan telah dilandasi oleh aturan atau adat dari generasi ke 

generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. 

Hal terebut tidak lepas dari memberikan atau menciptakan ide-

ide yang berupa keterampialan, kemampuan, pemahaman mengenai 

fungsi-fungsinya, nilai-nilai dan kepercayaan yang dapat ditanam 

kepada seseorang yang mempunyai tugas pokok dalam masyarakat. 
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Dimana hal ini tentunya telah ditekankan dalam hukum dan dapat 

menghasilkan imbalan yang cukup. Imbalan yang dimaksud disini 

bukan hanya dalam bentuk materi tetapi juga dalam bentuk 

pengetahuan-pengetahuan yang dapat menjadi landasan dalam 

menciptakan ide atau solusi dan kebijakan yang dapat menyelesaikan 

masalah-masalah yang ada. Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat 

dari hasil wawancara dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, dimana beliau mengatakan bahwa; 

“Setiap masalah yang dihadapi tentunya membutuhkan berbagai 

macam saran dan ide dari berbagai pihak demi mencari solusi yang 

tepat tanpa adanya kesalahan yang timbul, dalam hal ini pihak-pihak 

yang terkait memiliki peran mereka masing-masing demi mencapai 

tujuan yang sama tergantung bagaimana prosesnya dan cara 

mengatasinya serta kebutuhan-kebutuhan yang sangat dibutuhkan 

dalam proses penanganan kasus/masalah tersebut. Hal ini tentunya 

telah didasarkan oleh hukum-hukum yang terkait sehingga kami atau 

mereka dapat menjalankan perannya masing-masing dengan sangat 

baik. Karena hal tersebut telah tertanan dan sudah menjadi kebiasaan 

kami sehingga kamipun dapat mengatasinya dan mempelajarinya 

dengan sangat baik” (Hasil wawancara dengan informan pada 

tanggal 22 Mei 2019). 

 

Hal yang sama dikemukakan oleh Kabid Kualitas Hidup 

Perempuan dimana beliau mengatakan; 

“Terkait peran dan tujuan kami itu tentunya mengacu pada satu 

tujuan yang sama sehingga kami dapat fokus dengan peran kami 

masing-masing, tidak hanya itu kamipun dapat menjadikannya 

pembelajaran dalam meningkatkan kinerja dan kualitas kami dalam 

menangani masalah-masalah yang ada. Tentunya setiap tindakan 

kami telah dilandaskan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan 

tujuan yang ada, tetapi bukan berarti hal tersebut digunakan dengan 

sedemikian rupa. Oleh sebab itu kami pun menanamkan nilai dan 

norma dalam tugas dan peran kami sehingga tidak menimbulkan 
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masalah baru” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 25 

Mei 2019). 

 

Hal yang sama juga diutarakan oleh Kabid Perlindungan 

Perempuan, dimana beliau mengatakan bahwa; 

“Peran yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait telah 

dilandaskan berdasarkan hukum, tujuan , visi dan misi yang ada dan 

hal tersebut juga berdasarkan dengan  nilai dan norma yang berlaku 

sehingga demi mencapai tujuan yang telah ditentukan maka kami 

harus mampu memerankan peran kami sebaik mungkin dan 

menjadikannya pelajaran serta kebiasaan bagi kami yang tentunya 

mengarah kepada hal-hal yang positif. Hal tersebut dapat membuat 

kami dapat berpartisipasi dengan sangat baik dan hal tersebut juga 

membutuhkan pertanggungjawaban yang baik sehingga tidak 

mengakibatkan sebuah kegagalan dalam penyelesaiannya dan hal itu 

dapat diselesaikan dengan adanya hukum, nilai dan norma yang 

mendasarinya” (Hasil wawancara dengan informan pada tanggal 25 

Mei 2019). 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sosialisasi merupakan sebuah peran yang dijalankan sesuai 

dengan tugas, fungi dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan 

hukum, norma dan nilai yang berlaku. Dimana hal tersebut telah 

menjadi sebuah kebiaaan dalam mempelajari berbagai masalah-

masalah yang ada dengan berpartisipasinya pihak-pihak yang terkait 

sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai serta dapat 

menjalankan peran mereka masing-masing dengan sangat baik tanpa 

menghambat proses penanganan yang ada. 

Peneliti melihat bahwa hal tersebut telah dijalankan dan telah 

dilaksakan berdasarkan peran mereka masing-masing dimana peran-

peran tersebut tebagi kedalam beberapa golongan sehingga 
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memudahkan dalam proses penanganan yangakan ditangani. Hal 

tersebut dapat dilakukan secara efektif danberdasarkan peraturan 

yang ada dimana peraturan terebut menjelaskan peran dan fungsi 

serta tugas mereka masing-masing. Kenyataanya menunjukkan hal 

tersebut berjalan dengan baik dan mempermudah masyarakat dalam 

melakukan proses yang dilakukan sehingga mereka juga dapat 

dengan mudah mencari solusi dari masalah dan kebutuhan dari 

masyarakat. 

Berdasarkan poin-poin terebut yang menunjukkan bahwa mereka saling 

terhubung satu sama lain dan semua hal tersebut sangat penting dalam 

menciptakan kualitas yang baik dalam memperoleh solusi dan pembelajaran 

yang begitu penting sehingga hasil yang diberikan akan menjadi sangat baik. 

Dimana hal tersebut menimbulkan dampak yang baik pula tidak hanya untuk 

satu belah pihak tetapi untuk seluruh masyarakat dalam ruang lingkup 

masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kata strategi berasal dari bahasa yunani “strategos”, yang berasal dari 

kata sratos yang berarti militer dan Ag yang artinya memimpin. Strategi 

dalam konteks awalnya ini diartikan sebagai generalship atau suatu yang 

dikerjakan oleh para jenderal dalam membuat rencana untuk menaklukan 

musuh dan memenangkan peran. Strategi adalah prioritas atau arah 

keseluruhan yang luas yang diambil oleh organisasi atau Strategi adalah 

pilihan-pilihan tentang bagaimana cara terbaik untuk mencapai misi 

organisasi. 

Pemerintah adalah sekelompok orang yang mempunyai peran penting 

dalam Negara yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan tugasnnya yang 

dalam arti melaksanakan tanggung jawab dan wewenang yang sah dalam 

melindungi serta  meningkatkan tarif hidup masyarakat dengan melalui 

perbuatan dan pelaksanaan sebagai keputusan. Pemerintah tidaklah dibuat 

untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk melayani dirinya sendiri, tetapi 

keberadaannya untuk melayani masyarakat. Sedangkan Kamus Besar Bahasa 

Indonesia  pemerintah memiliki arti sistem menjalankan wewenang dan 

kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau 

bagian-bagiannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan 

sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem 

pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mecapai tujuan negara. 

http://pemerintah.net/
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Strategi pemerintah adalah satu tindakan yang berpengaruh dan sangat 

menentukan keberhasilan terhadap program atau kegiatan, baik yang akan 

maupun yang telah direncanakan oleh pihak manjemen. Oleh sebab itu 

strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara 

sistematis, kemudian pembentukannya berdasarkan dengan pengamatan 

dalam pengalaman, dalam pengamatan perkembangan lingkungan (sosial, 

ekonomi, politik, alam dan ilmu pengetahuan). 

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan atau sikap yang 

dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik 

secara fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga, termasuk 

ancaman untuk perbuatan, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam rumah tangga. 

Menurut rukun islam, kekerasan dalam rumah tangga sulit untuk 

dideteksi karena pada umumnya terjadi diwilayah domestik yang mencakup 

tentang perkawinan seperi poligami, kekerasan seksual, belanja keluarga 

(ekonomi), talak dan lan sebagainya. Al-uran sebagai sumber hukum Islam 

memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan, 

namun banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap 

perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberi 

perhatian terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi 

dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam dapat dibagi menjadi 4 

bentuk, (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikis, (3) kekerasan seksual, (4) 

kekerasan ekonomi. 
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Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat keras, 

kegiatan kekerasan, peksaan, kekejaman. Kata kekerasan merupaakan 

padanan dai kata “violence” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya 

memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam bahsa Inggris diartikan 

sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental 

psikologis seseorang. Sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia 

umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata. 

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada 

hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pelanggaran 

Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang 

termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan 

yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau 

mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin 

oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan 

memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan 

mekanisme hukum yang berlaku. 

Akar kekerasan terhadap perempuan karena adanya budaya dominasi 

laki-laki terhadap perempuan atau budaya patriarkhi. Dalam budaya ini laki-

laki seringkali digunakan laki-laki untuk memenangkan perbedaan pendapat, 

untuk menyatakan rasa tidak puasa dan kadangkala untuk mendemonstrasikan 
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dominasi semata. Adanya budaya dimana perempuan yang sudah menikah 

menjadi tanggung jawab suaminya, sehingga jika terjadi kekerasan terhadap 

perempuan dalam rumah tangga sering tidak terungkap kepermukaan karena 

dianggap membuka aib keruarga. Dengan sulit terungkapnya kekerasan 

terhadap perempuan dalam rumah tangga, berarti perempuan korban 

kekerasan ikut melindungi kejahatan dalam rumah tangga. 

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebebkan tindak kekerasan dalam 

rumah tangga, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 

berkaitan erat dengan kekuasaan suami dan diskriminasi dikalangan 

masyarakat. Di antaranya: (a) Budaya patriarkhi yang menempatkan pada 

posisi laki-laki dianggap lebih unggul dari perempuan dab berlaku tanpa 

perubahan, seolah-olah itu adalah kodrati. (b) Interpretasi agama, yang tidak 

sesuai dengan universal agama, misalnya seperti nushuz, yakni suami boleh 

memukul istri dengan alas an mendidik atau istri tidak mau melayani 

kebutuhan seksual suami, maka suami berhak memukul dan istri dilaknat 

malaikat. (c) Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi 

dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, Negara dan praktek di masyarakat 

sehingga menjadi bagian kehidupan. 

Faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri antara lain kondisi 

psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan yaitu: (a) sakit 

mental, (b) pecandu alcohol, (c) penerimaan masyarakat terhadap kekerasan, 

(d) kurangnya komunikasi, (e) penyelewengan seks, (f) citra diri yang rendah, 

(g) frustasi, (h) perubahan situasi dan kondisi, (i) kekerasan sebagai sumber 
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daya untuk menyelesaikan masala, (j) pola kebiasaan keturunan dari keluarga 

atau orang tua. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, terkait dengan Strategi Penanganan 

Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menunjukkan bahwa strategi 

penanganan dalam kasus tersebut sudah cukup baik dikarenakan 

menunjukkan bahwa komunikasi, informasi, edukasi, advokasi dan sosialisasi 

disini saling terhubung satu sama lain dan semua hal tersebut sangat penting 

dalam menciptakan kualitas yang baik hingga memperoleh solusi dan 

memberikan pembelajaran yang begitu penting sehingga hasil yang diberikan 

akan menjadi sangat baik dan saya berharap Kepala Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Aanak beserta jajarannya lebih aktif lagi dalam 

penanganan dan penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar 

kekerasan didalam rumah tangga tidak terjadi lagi sehingga perempuan yang 

mengalami kekerasan ini tidak mengalami  trauma yang mendalam dan 

mereka akan merasa aman dimanapun mereka berada. 
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